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ABSTRAK 

Keadilan Restoratif merupakan pendekatan penyelesaian perkara pidana yang 

mengedepankan mediasi antara pelaku dan korban guna mencapai keadilan yang 

terfokus pada pemulihan. Dalam konteks Tindak Pidana Pencabulan khususnya 

pencabulan dengan korban anak, Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 

tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pelaku Tindak pidana Pencabulan 

diancam dengan hukuman pidana minimal 5 Tahun Penjara dan maksimal 15 tahun 

penjara. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa kasus pencabulan yang 

diselesaikan melalui mekanisme Restoratif Justice di tingkat Kepolisian. Hal ini 

menimbulkan permasalahan mengenai legalitas penerapan Restoratif Justice dalam 

kasus pencabulan serta urgensi yang melatarbelakangi penerapan mekanisme 

tersebut. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan 

peraturan Perundang-undangan dan studi analisis, serta pendekatan penelitian 

dengan metode wawancara dan pengumpulan data di Unit PPA Satreskrim Polresta 

Sleman, dengan narasumber KBO Satreskrim Polresta Sleman, Kasubnit 1 Unit 

PPA Satreskrim Polresta Sleman, Kasubnit 2 Unit PPA Satreskrim Polresta Sleman, 

dan Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dalam tindak pidana 

pencabulan di tingkat kepolisian masih menuai kontroversi hukum. Akan tetapi 

berdasarkan data yang penyusun dapatkan ada beberapa kasus pencabulan yang 

diselesaikan dengan Restorative Justice di Tingkat kepolisian dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor seperti perdamaian antara korban dan pelaku, 

dampak psikologis bagi korban, serta efektivitas pemidanaan, meskipun Tindak 

Pidana Pencabulan termasuk dalam Tindak Pidana yang berat. Penelitian ini 

menemukan fakta bahwa berdasarkan Undang-Undang, penerapan Restorative 

Justice pada Tindak Pidana Pencabulan khususnya yang masih pada tingkat 

kepolisian merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang terkait 

Penacabulan. Akan tetapi, Kepolisian memiliki wewenang untuk menerapkan 

Restorative Justice berdasarkan pertimbangan yang mengutamakan keadilan 

ketimbang kepastian hukum demi terciptanya keadilan di masyarakat.  

  

Kata kunci : Restorative Justice, Tindak Pidana Pencabulan, Kepolisian 
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ABSTRACT 

Restorative Justice is an approach to resolving criminal cases that prioritizes 

mediation between perpetrators and victims in order to achieve justice that focuses 

on recovery. In the context of the crime of sexual abuse, especially sexual abuse 

with child victims, Article 81 of Law No. 17/2016 on Child Protection stipulates 

that the perpetrator of the crime of sexual abuse is punishable by a minimum of 5 

years in prison and a maximum of 15 years in prison. However, in practice, there 

are several cases of sexual abuse that are resolved through Restorative Justice 

mechanisms at the police level. This raises issues regarding the legality of the 

application of Restorative Justice in cases of sexual abuse and the urgency behind 

the application of the mechanism. 

This research uses a normative juridical method with the approach of 

legislation and analytical studies, as well as a research approach with the method 

of interviews and data collection in the PPA Unit of the Sleman Police Criminal 

Investigation Unit, with resource persons KBO Satreskrim Polresta Sleman, 

Kasubnit 1 PPA Unit Satreskrim Polresta Sleman, Kasubnit 2 PPA Unit Satreskrim 

Polresta Sleman, and the Yogyakarta Institute for Studies and Legal Aid (LSKBH).  

The results showed that the implementation of the criminal offense of sexual 

abuse at the police level still reaps legal controversy. However, based on the data 

obtained by the authors, there are several cases of sexual abuse that were resolved 

with Restorative Justice at the police level by considering factors such as peace 

between the victim and the perpetrator, the psychological impact on the victim, and 

the effectiveness of punishment, even though the Crime of Sexual Abuse is included 

in serious Crimes. This study found that based on the law, the application of 

Restorative Justice in the crime of sexual abuse, especially at the police level, is not 

in accordance with the law related to sexual abuse. However, the Police have the 

authority to apply Restorative Justice based on considerations that prioritize justice 

over legal certainty in order to create justice in society. 

 

Keywords: Restorative Justice, Crime of Sexual Abuse, Police 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Salah satu kejahatan atau tindak pidana yang saat ini marak terjadi yaitu tindak 

pidana pencabulan, dimana setiap orang dapat menjadi korban pencabulan baik 

anak-anak maupun orang dewasa. Pencabulan adalah sebuah kecenderungan 

aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya, seperti perempuan, anak, 

dengan kekerasan maupun tidak namun tetap memiliki konsekuensi hukum1. 

Pasal 289 KUHP telah menjelaskan tentang definisi dan ancaman hukuman bagi 

pelaku Tindak Pidana Pencabulan yaitu diancam dengan hukuman penjara dan 

denda, tidak ada opsi hukuman atau alternatif penyelesaian perkara lainnya yang 

dijelaskan lebih rinci disini.  

 Khusus Tindak Pidana Pencabulan terhadap anak, tentunya memiliki aturan 

dan ancaman hukumannya dalam Undang-Undang Khusus Perlindungan Anak 

yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dalam Undang-undang 

ini tepatnya dalam Pasal 82 ayat (1) menyebutkan bahwa perbuatan cabul 

terhadap anak diancam dengan hukuman minimal 5 Tahun Penjara dan 

maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

                                                      
1 Setyowati, V. T., & Septiningsih, I. (2024), PENERAPAN ASAS KEPASTIAN HUKUM 

DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK, Verstek, Vol. 12 (2), Hal. 100 
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miliar rupiah). Artinya Undang-undang ini tidak sedikitpun mengisyaratkan 

bahwa penyelesaian perkara pencabulan terdahap anak dapat diselesaikan 

dengan Restorative Justice atau Keadilan Restoratif. 

Oleh karena itu, minimnya payung perlindungan hukum terhadap korban 

pencabulan yang tersedia saat ini dapat dikatakan tidak sebanding dengan 

kompleksitas kasus-kasus kekerasan seksual atau pencabulan yang kemudian 

menyebabkan adanya impunitas, keberulangan, dan rasa frustrasi para korban 

dalam menuntut hak atas keadilan, kebenaran, dan pemulihan.2 

Kebijakan dalam menyelesaikan suatu perkara kejahatan pada dasarnya 

memiliki hubungan yang erat dengan kebijakan sosial, sebab sebagai upaya 

untuk menanggulangi kejahatan, pada hakikatnya merupakan bagian integral 

dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) yang pada akhirnya 

bertujuan mencapai kesejahteraan sosial (social welfare).3 Di Indonesia, 

penanganan atau proses penyelesaian pelanggaran dan penyelewengan terhadap 

norma sudah sejak lama menggunakan cara musyawarah atau kekeluargaan. Hal 

ini terbukti secara filosofis berdasar pada dasar negara Indonesia yaitu pancasila, 

tepatnya dalam sila keempat  mengandung unsur “Permusyawaratan”  sehingga 

tak heran banyak penyelesaian perkara atau kasus-kasus yang terjadi di 

Indonesia mengutamakan cara musyawarah atau di beberapa kasus harus melalui 

musyawarah terlebih dahulu yang pada saat ini disebut dengan mediasi atau 

                                                      
2 Tantri, L. M. K. W., & Made, L. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban 

Kekerasan Seksual di Indonesia. Media Iuris, Vol. 4(2), Hal. 146 

3 Fitri Wahyuni, DASAR-DASAR HUKUM PIDANA DI INDONESIA (PT Nusantara 

Persada Utama, 2017). Hal. 194  



 

 

3 

 

mediasi penal yang merupakan salah satu bagian dari alternatif penyelesaian 

perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif (Restorative Justice). Tujuan 

penyelesaian perkara dengan keadilan restoratif adalah untuk "memanusiakan" 

sistem peradilan yang semula hanya berfokus pada pembalasan terhadap pelaku, 

maka dengan Restoratif Justice diharapkan dapat menghadirkan keadilan yang 

mampu menjawab apa kebutuhan yang sebenarnya dari korban, pelaku dan 

masyarakat.4  

Burt Galaway dan Joe Hudson meyakini bahwa “The aim of the criminal 

justice process should be to create peace in communities by reconciling the 

parties and repairing the injuries caused by the dispute” tujuan dari proses 

peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, dengan 

jalan mendamaikan semua pihak dan menggantikan semua kerugian yang 

diakibatkan oleh perselisihan tersebut5. Sehingga dapat dikatakan bahwa tujuan 

utama sistem peradilan adalah agar terciptanya perdamaian, sehingga proses 

peradilan tidak lagi terpaku pada penyelesaian perkara di tingkat pengadilan dan 

berujung pada pemenjaraan saja, akan tetapi ketika perdamaian telah tercapai di 

tingkat yang lebih rendah dari tingkat pengadilan hal tersebut tetap diakui 

sebagai proses yang sah.  

Di dalam Undang-Undang pengaturan terkait penyelesaian perkara Tindak 

Pidana Pencabulan dengan Restorative Justice tidak ditemukan aturannya sebab 

                                                      
4 Puji Prayitno. K, Restorative Justice Untuk Peradilan di Indonesia. Jurnal Dinamika Hukum 

Universitas Jenderal Soedirman(2012), Hal. 407 

5 Bakti, Y. S., Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah 

Umur Dalam Upaya Restorative Justice. Jurnal Hukum Ius Publicum (2023), Vol. 4(1), Hal. 46 
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Tindak Pidana Pencabulan merupakan tindak pidana berat artinya tidak 

termasuk dalam Tindak Pidana Ringan, sedangkan kebanyak perkara yang 

diselesaikan dengan Restorative Justice atau melalui Mediasi Penal adalah 

perkara Pidana yang termasuk dalam Tindak Pidana Ringan seperti pencurian 

ringan, penganiayaan ringan, dan lain sebagainya. sehingga penerapan 

Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencabulan masih menjadi 

perdebatan.  

Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan dengan Restorative Justice 

khususnya pada tingkat Kepolisian, masih menjadi perdebatan dan memiliki 

tantangan tersendiri. Perdebatan muncul karena sebagian meyakini bahwa dalam 

hukum pidana tidak mengenal istilah  perdamaian dan tidak secara serta merta 

dapat menghapuskan unsur pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Akan 

tetapi fenomena di lapangan dengan adanya pendekatan alternatif dalam 

memberikan sanksi terhadap pelaku yakni dengan melakukan diskusi dan mediasi 

antara korban dengan pelaku justru memberikan dampak positif bagi perubahan 

perilaku pelaku dengan direhabilitasi serta restitusi psikis bagi korban.6 

Dalam praktiknya penyelesaian tindak Pidana Pencabulan di beberapa 

daerah termasuk daerah atau wilayah Polresta Sleman diselesaikan dengan 

Restorative Justice, hal ini diterapkan karena beberapa pertimbangan, salah 

satunya karena pertimbangan terhadap pelaku dalam keadaan tertentu, dan juga 

mengingat kepentingan korban. Hal ini Penyusun dapatkan dari penelitian di 

                                                      
6 Sastra, I. Komang Yuwandi. "PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF DALAM 

PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCURIAN BIASA PADA SATUAN RESERSE 

KRIMINAL POLRESTA SIDOARJO." Sivis Pacem, Vol. 1, (2023), Hal. 362 
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Polresta Sleman tepatnya pada Unit PPA Polresta Sleman, dimana ada satu kasus 

Tindak Pidana Pencabulan dengan korban anak yang diselesaikan dengan 

Restorative Justice di tingakt Kepolisian Polresta Sleman. 

Melihat aturan yang ada saat ini, Restorative Justice di tingkat Kepolisian 

baru memiliki landasan hukum yakni berlandaskan pada Peraturan Polri Nomor 

8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan 

Restoratif. Adapun persyaratan materiil suatu tindak pidana dapat diselesaikan 

dengan mediasi penal berdasarkan keadilan restoratif menurut Peraturan Polri 

Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 5 yaitu: 

a. tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;  

b. tidak berdampak konflik sosial;  

c. tidak berpotensi memecah belah bangsa;  

d. tidak bersifat radikalisme dan separatisme;  

e. bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan 

pengadilan; dan 

f. bukan Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana terhadap keamanan 

negara, Tindak Pidana korupsi dan Tindak Pidana terhadap nyawa 

orang.7 

Berdasarkan persyaratan formil ini, tindak pidana yang tidak bisa 

diselesaikan berdasarkan keadilan restoratif hanyalah tindak pidana terorisme, 

tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak 

pidana terhadap nyawa orang, serta pelaku bukanlah residivis. Sehingga sangat 

memungkinkan tindak pidana pencabulan dapat diselesaikan dengan jalur 

Restorative Justice di tingkat Kepolisian seperti beberapa perkara pidana 

pencabulan dengan mediasi berdasarkan keadilan restoratif.  

Sehingga kajian terkait penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan dengan 

                                                      
7 Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan 

Keadilan Restotratif, Pasal 5 
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Restorative Justice di tingkat Kepolisian  perlu untuk dibahas dan dikaji secara 

mendalam sebab ada ketidak sinkronan antara das sain dan das sollen, sehingga 

menimbulkan pertanyaan bagaimana legalitas penerapan Restoratif Justice pada 

kasus Tindak Pidana Pencabulan di tingkat Kepolisian. Oleh karena itu 

penyusun tertarik untuk membahas permasalahan ini melalui skripsi yang akan 

Penyusun susun nantinya yang berjudul “ Implementasi Restorative Justice 

Pada Tindak Pidana Pencabulan Di Tingkat Kepolisian (Studi Analisis di 

Satreskrim Polresta Sleman) ”   

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah Restorative Justice bisa menjadi alternatif penyelesaian perkara 

Tindak Pidana Pencabulan Tingkat Kepolisian ?  

2. Bagaimana Pertimbangan Pengimplementasian Restorative Justice bisa 

menjadi alternatif penyelesaian perkara tindak pidana pencabulan di Tingkat 

Kepolisian ?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Menurut Hadisuprapto “Tujuan penelitian akan memberikan sinyal ke arah mana 

suatu penelitian akan digarap dan pendekatan apa yang akan diterapkan.”8 

Sehingga tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan penelitian 

a. Menganalisis aturan normatif terkait penerapan Restorative Justice 

sebagai penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencabulan di tingkat 

Kepolisian; 

                                                      
8 Bachtiar, METODE PENELITIAN HUKUM, UNPAM PRESS, Hlm. 99 
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b. Menganalisis implementasi Restorative Justice sebagai alternatif 

penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencabulan di Tingkat Kepolisian 

mulai dari pertimbangan hingga urgensi diterapkannya Restorative 

Justice pada Tindak Pidana Pencabulan di Tingkat Kepolisian tersebut. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian serta referensi 

akademik terhadap perkembangan ilmu hukum, serta dapat memberikan 

kontribusi pemikiran dalam hal perkembangan  penyelesaian perkara 

dalam hukum pidana khususnya menjawab perdebatan yang membahas 

terkait legalitas penerapan Restorative Jutice Tindak Pidana Pencabulan 

di tingkat kepolisian.  

b. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan melalui proses Restorative 

Justice di tingkat Kepolisian  

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka digunakan untuk membandingkan penelitian yang akan diteliti 

oleh penyusun dengan penelitian yang telah dulu ada dengan maksud 

menghindari kesamaan objek penelitian. Disamping itu fungsi dari telaah 

pustaka ini juga sebagai tambahan referensi dan tambahan data yang membantu 

dalam penelitian yang akan penyusun teliti.  Adapun karya-karya ilmiah yang 

relevan dengan objek penelitian ini yaitu: 
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 Pertama, Skripsi karya Farahdiba Bagiawan Lisanul Abror dari 

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syariah dan 

Hukum dengan judul “Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan 

Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana analisis putusan nomor 

833/pid/B/2018/PN.JKT.Sel”.9 Penulis tersebut membahas terkait pemidanaan 

pelaku pencabulan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan 

menganalisis putusan nomor 833/pid/B/2018/PN.JKT.Sel. Adapun lokus kajian 

Penulis skripsi tersebut berlokasi di Jakarta Selatan. Skripsi ini juga menekankan 

pada hukuman bagi pelaku pencabulan haruslah sesuai dengan ketentuan dalam 

KUHP, sedangkan dalam putusan yang diteliti oleh Penulis terdapat beberapa 

keringanan sehingga penjatuhan hukuman bagi pelaku tidak maksimal dan tidak 

sesuai dengan ancaman yang ada dalam KUHP.  

 Skripsi tersebut tentunya berbeda dengan penelitian yang akan penyusun 

susun nantinya, namun ada beberapa kemiripan dan objek yang hampir sama 

dengan skripsi yang akan penyusun susun nantinya yaitu sama-sama membahas 

terkait pidana pencabulan. Sehingga skripsi tersebut dapat menjadi pembanding 

dan juga penunjang penyusun untuk melanjutkan skripsi yang akan penyusun 

susun nantinya.  

 Kedua, Jurnal karya Sabrina Hidayat yang berjudul "Analisis Hukum 

Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan oleh Penyidik Melalui Restorative 

                                                      
9 Abror, F. B. L. (2022), PEMIDANAAN BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN 

DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (Analisis Putusan Nomor 

833/Pid/B/2018/PN. JKT. Sel), (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). 
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Justice."10 Jurnal ini membahas terkait bentuk kebijakan formulasi penerapan 

Restorative Justice tindak pidana pencabulan yang terkadang mengalami gesekan 

kepentingan di dalam sub sistem peradilan sehingga menimbulkan disparitas dalam 

penerapannya.  

 Meskipun sama-sama membahas tentang Restorative Justice dan juga 

pidana pencabulan namun ada perbedaan pembahasan antara jurnal tersebut dan 

penelitian yang akan penyusun susun sebagai skripsi nantinya yaitu terletak pada 

fokus pembahasan jurnal tersebut ada pada formulasi kebijakan diterapkannya 

restorative justice di setiap tingkatan peradilan klasifikasinya sedangkan 

pembahasan skripsi yang akan penyusun susun hanya berfokus pada penerapan 

Restorative Justice sebagai penyelesaian perkara pidana pencabulan di tingkat 

Kepolisian yaitu Polres Sleman. Dengan demikian kedua penelitian ini memiliki 

persamaan dan perbedaan sehingga dapat menjadi pembanding dan dapat 

membantu penelitian dalam skripsi yang akan penyusun susun nantinya. 

 Ketiga, Jurnal karya Indah Maya Sari Ritonga dan Budi Sastra Panjaitan dari 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul “Kritik Restorative Justice 

dalam Kasus Pelecehan Seksual di Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 

2022”.11 Jurnal ini membahas terkait Salah satu kasus kekerasan seksual yang 

baru-baru ini mencuat dan menyita perhatian publik terjadi di Kabupaten 

                                                      
10 Sabrina H. dkk, "Analisis Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Pencabulan oleh Penyidik 

Melalui Restorative Justice." Halu Oleo Legal Research, (2023), Vol. 5, No. 1 

11 Indah M. Sari, Kritik Restorative Justice dalam Kasus Pelecehan Seksual di 

Pesantren: Analisis Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, Legalite: Jurnal Perundang 

Undangan dan Hukum Pidana Islam Volume 9 No 1, Februari-Juli 2024 
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Langkat, Sumatera Utara. Kasus ini melibatkan seorang pemilik pesantren yang 

diduga melakukan pelecehan seksual terhadap salah satu santrinya yang masih 

berusia 14 tahun. 

 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Restorative 

Justice dalam kasus pelecehan seksual di pesantren di Kabupaten Langkat 

berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2022, serta mengevaluasi 

kesesuaian antara praktik Restorative Justice dengan ketentuan hukum yang 

berlaku. Tentunya pembahasan dalam jurnal tersebut berbeda dengan kajian 

skripsi yang akan penyusun kaji, hal ini berdasarkan pada objek kajian dan fokus 

kajiannya. Akan tetapi ada sedikit persamaan yaitu sama-sama membahas objek 

kajian yang sama-sama membahas terkait tindak Pidana Pencabulan hanya saja 

berbeda pada Lokus Penelitian dan juga subtansi penelitian. Sehingga kajian ini 

memiliki singgungan yang tentunya akan saling mendukung kajian dan juga 

dapat menjadi pembanding antara kajian terdahulu dengan kajian yang akan 

penyusun susun dalam skripsi nantinya. 

E. Kerangka Teoritik 

Definisi teori sebagaimana yang dikemukakan oleh Afifuddin dan Saebani 

adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk melihat 

fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variabel untuk 

menjelaskan berbagai fenomena secara sistematis.12 Adapun teori yang 

penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

                                                      
12 Rahmadi, Pengantar METODOLOGI PENELITIAN, Antasari Press, (2011), Hal. 39 
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1. Teori Tujuan Hukum 

Menurut Gustav Radbruch, terdapat tiga unsur utama yang harus diperhatikan 

dalam menegakkan hukum, yaitu: kepastian hukum (rechtssicherheit), 

kemanfaatan (Zweckmässigkeit) dan Keadilan (Gerechtigkeit).  Seluruh unsur 

ini harus berjalan beriringan yang artinya semua unsur tersebut harus ada ketika 

ingin menegakkan hukum, disinilah peran kepastian hukum karena ketika 

unsur kepastian hukum telah ada maka unsur kemanfaatan dan keadilan juga 

akan lahir sebab di dalam kepastian hukum tentunya telah mengandung 

kemanfaatan dan keadilan. 

  Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah 

peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. 

Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis 

sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga 

tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada 

di masyarakat.  Kepastian hukum dibutuhkan supaya sebuah masalah 

terselesaikan secara tuntas, dengan demikian tidak tergantung terus menerus.  

Sebagai contoh kepastian hukum penanganan tindak pidana Pencabulan di 

tingkat Kepolisian dengan Restorative Justice, hal ini kepastian hukumnya 

masih perlu dikaji sebab aturan Restorative Justice belum secara rinci 

dijelaskan di dalam Undang-Undang bisa menyelesaikan perkara Pidana 

Pencabulan di Tingkat Kepolisian namun di lapangan hal ini pernah terjadi, 

sehingga disinilah perlu adanya kepastian hukum agar proses penyelesaian 

perkara dapat diselesaikan dengan tuntas. 
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2. Teori Hukum Progresif  

Hukum progresif merupakan suatu pemikiran yang ingin mencari cara 

mengatasi keterpurukan hukum secara lebih bermakna, dalam artian 

pengubahan secara lebih cepat, pembalikan yang mendasar, pembebasan, 

terobosan dan lain-lain. Cara-cara tersebut dilakukan dengan menekankan 

“hukum untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum”, 

“berhukum secara substansial, tidak artifisial”, dan “berhukum secara holistik, 

tidak skeletonik”.13 

 Berhukum secara progresif sesungguhnya tidak pernah selesai, karena 

hukum bukanlah institusi yang final. Oleh karenanya, menganggap teks hukum 

atau undang-undang sebagai hukum yang sudah selesai dan tidak dapat diubah, 

justru akan menjadikan hukum itu kaku, menimbulkan otonomi, dan manusia 

pun diharuskan mengikuti dan mengabdi pada skema teks. Hukum progresif 

menolak cara-cara demikian, disebabkan hukum-lah yang mesti menyesuaikan 

dengan manusia dan kemanusiaan. Meskipun demikian, hukum yang telah 

tertulis juga memiliki peran penting yang berfungsi sebagai batasan berperilaku 

yang jelas adanya. Akan tetapi dalam aturan yang baku terebut tidak menjamin 

peraturan yang tertulis tersebut telah sempurna, sehingga untuk menghindari 

adanya menjalankan peraturan yang memiliki kecacatan diperlukan suatu 

perilaku yang disebut dengan menghidupkan hukum caranya adalah dengan 

melihat puran tidak semata-mata menggunakan logika peraturan, melainkan 

                                                      
13 M.Yasin al Arif, Penegakan Hukum dalam Perspektif Hukum Progresif, Undang: Jurnal 

Hukum, Vol. 2 No. 1 (2019), Hal. 173 
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membaca kenyataan atau apa yang terjadi di masyarakat.   

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau 

biasa disebut dengan penelitian hukum library research atau studi 

kepustakaan. Penelitian hukum normatif/doktinal selalu mengambil isu 

dari hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk memberikan 

"justifikasi" preskriptif tentang suatu peristiwa hukum. Sehingga 

penelitian hukum normatif menjadikan sistem norma sebagai pusat 

kajiannya. Sistem norma dalam arti yang sederhana adalah sistem kaidah 

atau aturan. Sehingga penelitian hukum normatif adalah penelitian yang 

mempunyai objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. 14 

Penelitian ini akan menitik beratkan pada hukum atau norma terakait 

Tindak Pidan Pencabulan yang diatur dalam Undang-undang, yang 

kemudian dikaitkan dengan Restorative Justice sebagai bentuk 

penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap 

implementasi Restorative Justice di tingkat Kepolisian sebagai bentuk 

penyelesaian perkara pidana khususnya pidana pencabulan, adapun lokus 

penelitiannya yaitu di Polresta Sleman.  

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan 

                                                      
14 Sigit S., dkk., METODOLOGI RISET HUKUM, Oase Pustaka, Cetakan Pertama Maret 

2020, Hal. 36 
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perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum dan hukum 

yang ada di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Penelitian 

ini pada dasarnya bertujuan untuk menjelaskan legalitas penerapan 

Restorative Justice di tingkat Kepolisian yang menangani Tindak Pidana 

pencabulan, bagaimana landasan hukumnya dan bagaimana urgensinya. 

Maka dalam penelitian ini, objek utama penelitian kemudian dianalisis 

sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan terkait legalitas penerapan 

Restorative Justice tersebut. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan 

tersebut mengacu pada ius constitutum atau peraturan perundang-

undangan terkait yang berlaku saat ini yang kemudian dikaitkan dengan  

kenyataan dan fenomena serta fakta-fakta yang berada di lapangan. Dalam 

penelitian ini akan mengamati serta menganalisis terkait Implementasi 

Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana 

pencabulan dengan studi analisis di Polres Sleman. 

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan secara 

langsung melalui metode wawancara dengan pihak Kepolisian Polres 

Sleman yaitu KBO Satreskrim Polresta Sleman, Kasubnit 1 dan 2 Unit 

PPA Satreskrim Polresta Sleman, serta pihak yang dianggap memiliki 

peran hukum di masyarakat dan dapat merespon langsung terkait proses 
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Restorative Justice sebagai penyelesaian perkara Tindak Pidana 

pencabulan yang pernah dilakukan atau diterapkan di Polres Sleman, 

dalam hal ini pihak tersebut diwakili oleh Lembaga Studi Kajian dan 

Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pelengkap yang peneliti gunakan untuk 

melengkapi data primer yang dibagi menjadi: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terdiri atas 

peraturan perundangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen 

resmi negara.15 Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini 

adalah: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 

c) Undang-Undang Perlindungan Anak 

d) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak 

Pidana Kekerasan Seksual; 

e) Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan 

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restotratif; 

f) Surat Polri No Pol: B/3022/XII/2009/SDEOPS tanggal 14 

Desember 2009 tentang Penanganan Kasus Melalui 

Alternatif Dispute Resolution; dan 

g) Aturan lain yang berkaitan. 

                                                      
15 Nugroho, Sigit Sapto, dkk., METODOLOGI RISET HUKUM, Oase Pustaka, Cetakan 

Pertama Maret 2020, Hal. 41 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan 

dengan penelitian namun sifatnya tidak mengikat. Dalam 

penelitian bahan hukum sekunder yang digunakan ini yang 

digunakan yaitu buku dan jurnal hukum dan penelitian terdahulu 

seperti tesis ataupun skripsi. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat rujukan 

atau petunjuk yang dapat memperkuat penjelasan bahan hukum 

primer maupun sekunder. Dalam penelitian ini yang digunakan 

adalah ensiklopedia, kamus dan sumber lain yang dapat diakses 

melalui internet yang mempunyai relevansi dengan objek 

permasalahan yang akan diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: 

a. Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan atau Observasi merupakan sebuah teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara mengamati dan meninjau secara 

langsung dan cermat pada lokasi penelitian. Dalam penelitian ini yang 

akan diobservasi adalah prinsip penerapan atau implementasi 

Restorative Justice sebagai bentuk penyelesaian perkara pidana 

pencabulan pada tingkat Kepolisian di Polres Sleman. 

b. Wawancara  
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Teknik wawancara digunakan dalam pengumpulan data yang dilakukan 

melalui percakapan dengan informan atau narasumber dengan maksud 

tertentu. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan informan 

atau narasumber yang berkaitan dengan penerapan Restorative Justice 

sebagai penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencabulan pada tingkat 

Kepolisian Khususnya di Polresta Sleman. Adapun narasumber pada 

penelitaian ini khususnya dari pihak kepolisian adalah KBO Satreskrim 

Polresta Sleman dan Kasubnit Unit 1 PPA Polresta Sleman dan 

Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) Yogyakarta 

sebagai responden terkait kasus Pencabulan yang diselesaikan dengan 

Restorative Justice di Polresta Sleman. 

c. Studi Kepustakaan 

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dilakukan dengan 

membaca, menganalisis bacaan-bacaan yang relevan dengan penelitian, 

serta mempelajari buku, peraturan perundang-undangan terkait, atau 

data-data yang berkaitan dengan objek kajian. 

d. Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi yakni mendapatkan 

informasi atau data-data yang diperlukan dari dokumen-dokumen yang 

telah ada seperti arsip-arsip, gambar-gambar, tulisan angka atau 

sejenisnya dari atau dengan narasumber yang kemudian dikumpulkan 

dan dihimpun serta dianalisis untuk membantu penelitian yang peneliti 

lakukan. 
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6. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh 

diri sendiri maupun orang lain.16 

Data yang terkumpul dalam penelitian ini akan diolah dan dibahas 

secara sistematis dan dianalisis dengan cara deskriptif analitis. Deskriptif 

yaitu menjelaskan atau menggambarkan pemaparan secara rinci dan 

mendalam terkait perundang-undangan yang terkait dengan Legalitas 

penerapan Restorative Justice sebagai penyelesaian perkara Tindak Pidana 

Pencabulan di Polresta Sleman. Sedangkan analitis yakni menganalisa data 

primer dan sekunder berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dan 

dikaitkan dengan teori-teori yang berkaitan yaitu teori Restorative Justice 

dan Teori Kepastian Hukum. Analisis tersebut menggunakan bahasa yang 

jelas dan sederhana sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas. 

G. Sistematika Pembahasan  

Penelitian ini disusun dalam kerangka penelitian yang terbagi dalam 5 (lima) 

bab, yaitu sebagai berikut: 

Bab pertama, membahas tentang pendahuluan, yang terdiri atas latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, 

kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

                                                      
16 Solikin, Nur., PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN HUKUM, CV. PENERBIT 

QIARA MEDIA, Cetakan Pertama, 2021, Hal. 129 
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Bab kedua, membahas tentang tinjauan umum fokus penelitian dalam  

skripsi ini yaitu tentang Tindak Pidana Pencabulan, diskresi Kepolisian, 

Restorative Justice dan dasar hukum penerapan Restorative Justice di tingkat 

Kepolisian, serta membahas terkait dengan teori-teori yang Penyusun sebutkan 

pada bab pertama, fungsinya adalah sebagai batasan-batasan dalam pemikiran 

pembahasan nantinya. 

Bab ketiga, membahas tentang tinjauan umum Satreskrim Polresta Sleman 

dan informasi terkait Kasus Tindak Pidana Pencabulan yang Penyusun dapatkan 

di Polresta Sleman. Dalam pembahasan ini mencakup informasi kasus 

pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Polresta Sleman yaitu kasus Tindak 

Pidana Pencabulan dengan nomor LP/B/XXX/XX/2024/SPKT/POLRESTA. 

Bab ini juga memaparkan tentang respon masyarakat hukum terkait penerapan 

Restorative Justice Tindak Pidana Pencabulan di Polresta sleman yang diwakili 

oleh respon dari Lembaga Studi Kajian dan Bantuan Hukum (LSKBH) 

Yogyakarta.  

Bab keempat, membahas tentang permasalahan pokok dalam penelitian 

yaitu terkait Penerapan Restorative Justice secara normatif serta implementasi 

Restorative Justice sebagai penyelesaian perkara Tindak Pidana Pencabulan di 

Polresta Sleman.  Dalam pembahasan ini tentunya mencakup analisis konsep 

Restorative Justice di Polres Sleman pada perkara pidana pencabulan, analisis 

faktor-faktor lahirnya implementasi Restorative Justice serta dasar hukumnya, 

hingga analisis urgensi implementasi Restorative Justice Tindak Pidana 

Pencabulan tersebut di Polresta Sleman.  
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Bab kelima, membahas terkait dengan penutup. Bab ini memaparkan 

kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. 

Kesimpulan dapat memuat jawaban singkat atas rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian. Selain itu, dalam bab ini juga memuat saran sebagai solusi, 

koreksi, maupun evaluasi atas permasalahan yang dibahas agar tercipta 

penelitian yang lebih baik lagi kedepannya guna kepentingan penelitian pribadi 

peneliti maupun bagi calon peneliti atau penyusun lain yang hendak membahas 

permasalahan yang sama atau yang bersinggungan dengan tema utama 

penelitian ini.. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penjelasan penelitian yang telah penyusun lakukan, maka 

dengan ini dapat ditarik kesimpulan sebagaimana berikut: 

1. Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Pencabulan 

terutama Tindak Pencabulan dengan Korban anak pada dasarnya tidak 

memiliki landasan normatif yang kuat untuk dilaksanakan. Hal ini telah 

jelas bahwa dalam semua Undang-undang yang berkaitan dengan Tindak 

Pidana Pencabulan tidak ada satupun yang menyebutkan bahwa Tindak 

Pidana Pencabulan dapat diselesaikan dengan Restorative Justice di 

Tingkat Kepolisian. Akan tetapi disinilah fungsi adanya diskresi 

Kepolisian, dimana kepolisian memiliki wewenang untuk menentukan 

sendiri kebijakannya dalam menangani dan memproses hukum suatu 

perkara. Dimana kepolisian memiliki kewenangan dengan pertimbangan 

asas kemanusiaan, sehingga ada kemungkinan bahwa Tindak Pidana 

Pencabulan dapat diselesaikan dengan Restorative Justice di Tingkat 

Kepolisian berdasarkan pertimbangan kemanusiaan dan Hak Asasi 

Manusia walaupun dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencabulan 

tidak dapat diselesaikan dengan Restorative Justice. 

2. Perkara Tindak Pidana Pencabulan yang diselesaikan dengan Restorative 

Justice di tingkat kepolisian khususnya kasus pencabulan di Polresta 

Sleman membuktikan bahwa penerapan Restorative Justice Tindak 
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Pidana Pencabulan di tingkat Kepolisian memiliki legalitas ketika antara 

PerKap dan Undang-Undang Perlindungan anak ditafsirkan 

menggunakan tiga prinsip Restorative Justice yaitu berdasarkan 

kehendak hukum, kehendak masyarakat, dan kehendak moral atau 

kebenaran. Dalam hal ini Kepolisian memiliki wewenang yang nyata 

yaitu diskresi Kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Pada Undang-Undang 

tersebut telah jelas bahwa kewenangan Kepolisian dalam memutuskan 

suatu perkara yang memiliki dasar pertimbangan dan menjunjung Hak 

Asasi Manusia adalah hal yang patut dilaksanakan, penafsiran semacam 

ini disebut dengan penafsiran sistematis atau logis, dimana sejatinya 

Undang-Undang selalu berkaitan denga peraturan perundang-undangan 

lainnya tidak ada yang berdiri sendiri. Sehingga hal ini bukanlah bentuk 

membenturkan antara Undang-Undang yang ada dengan rasa 

kemanusiaan, namun pertimbangan kemanusiaan, seperti kondisi 

kesehatan pelaku dan adanya permintaan damai dari pihak korban 

merupakan upaya penafsiran hukum yang mengutamakan kepentingan 

tiap individu. Secara normatif kepolisian memang melakukan hal yang 

kontra dengan Undang-Undang dan seolah menghilangkan nilai 

kepastain hukum, namun kepolisian memilih untuk mengutamakan nilai 

keadilan dan kemanfaatan sesuai dengan teori tujuan hukum dan hal 

tersebut tidak menimbulkan pertentangan di dalam masyarakat yang 

artinya hal ini sah dilakukan berdasarkan teori hukum progresif.  
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B. Saran 

Berdasarkan uraian kesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan di atas 

maka dengan ini peneliti juga memberikan saran yang dapat diberikan 

sebagaimana berikut: 

1. Kepada Pemerintah  

Pemerintah selaku pemangku kebijakan dan perancang Undang-

undang seharusnya mulai berfokus pada penyusunan Undang-Undang 

khusus terkait Restorative justice dimana Undang-Undang tersebut 

sekurang-kurangnya dapat menjelaskan bagaimana kriteria Tindak 

Pidana yang dapat diselesaikan dengan Restorative Justice dan 

pembatasan terkait penerapan Restorative justice, sehingga dengan 

adanya Undang-Undang yang jelas terkait Restorative Justice 

kedapannya penegak hukum dan masyarakat tidak lagi hanya 

menafsirkan penerapan Restorative Justice dari Peraturan-peraturan 

setiap lembaga penegak hukum saja. Hal ini juga untuk mewujudkan 

kepastian hukum di masyarakat, mengingat saat ini Indonesia tengan 

gencar melakukan pembaharuan sistem hukum Pidana, sehingga perlu 

adanya kejelasan terkait penerapan Restorative Justice untuk tindak 

pidana terutama Tindak Pidana Pencabulan agar tidak terjadi gesekan 

antara peraturan normatif (das sollen) dan praktik di lapangan (das sein)  

2. Kepada Lembaga Penegak Hukum khususnya Kepolisian dan 

Kejaksaan  

Agar tidak terjadi benturan kepentingan antara kepolisian dan 
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kejaksaan, perlu adanya koordinasi yang lebih baik dalam menentukan 

kasus yang dapat dihentikan di tahap penyelidikan berdasarkan 

Restorative Justice. Perlu dilakukan evaluasi terhadap Peraturan setiap 

lembaga dan adanya keserasian pembatasan Tindak Pidana Bagaimana 

yang dapat diselesaikan dengan Restorative Justice, tujuannya adalah 

agar penerapan Restorative Justice di setiap tingkatan lembaga penegak 

memiliki landasan yang sama sehingga melahirkan kepastian hukum. 

Dengan adanya kejelasan hukum dan koordinasi antar lembaga penegak 

hukum, diharapkan penerapan Restorative Justice sebagai bentuk 

penyelesaian perkara tindak pidana dapat dilakukan dengan tetap 

memperhatikan hak korban, kepentingan masyarakat, serta prinsip 

keadilan. 
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